SALINAN

' BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR ~
NOMOR 18 ’I‘AHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI ST ATUS WAJIB PAJAK

o Mcnifﬂbéng‘

_ Mengirfxgat

DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR '

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang

 Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan
 Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Derah, perlu:

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pelaksanaan Konfirmasi Status. Waij Pajak dalam

- Pemberian Layanan Publik Tertentu;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun . 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
~ Lingkungan Provmsx Jawa Tengah ‘

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan o

- sebagaimana telah diubah beberapa kali - dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran
. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62); -

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

" Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

' _Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor -
5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan ‘Publik Tertentu di ngkungan Pernenntah
‘Derah : . .



- Menetaplan

. KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN R
~ LAYANAN PUBLIK TERTENTU

. _‘ Peraturan Menten Dalam Negen 138 Tahun 2017 e
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu .

‘Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 .

- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran R
- Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor_’»,f

- “16), o : N

_' Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor 106 Tahun 2016 o

- tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, - Tugas, =

. Fungsi dan Tata’ Kcrja Dinas Penanaman Modal dan -~ -
 Pelayanan Terpadu = Satu Pintu  (Berita - Daerah o

. vAKabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 106), SRR

MEMUTUSKAN

. PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1-

D _' iv ‘Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan :

_ Daerah adalah Kabupaten Karanganyar S

f’Pemermtah Daerah adalah Bupati- sebagau unsur‘”.v. L
- penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
- pelaksanaan urusan pemermtahan yang ~menjadi-
kewenangan daerah otonom. : o

vBupa‘u adalah Bupati Karanganyar

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu e

~ Pintu yang selanjutnya = disebut DPMPTSP adalah -~
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
,,.pemenntahan bxdang penanaman modal dan bidang
energi dan sumber daya mmeral d1 Kabupaten s olnE

3 v-Karanganyar . g :

. ‘Kantor Pelayanan PaJak yang selanjutnya chsmgkat KPPv:fV

.. adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang
~melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada .
ymasyarakat balk yang telah terdaftar sebagai- Wajib -
- Pajak maupun belum, di dalam hngkup w1layah kelja, S

- Direktorat Jenderal Pajak. o
. Pajak Bum1 dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan SRR
‘yang selan_]utnya disebut PBB-P2 ‘adalah pajak atas

- bumi dan/atau banngunan yang dimiliki, dikuasai,

- dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, -
“kecuali kawasan yang digunakan untuk keglatan usaha o

perkebunan, perhutanan dan pertambangan

. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunah yang -
S sela_]utnya disebut BPHTB adalah paJak atas perolehan .
o hak atas tanah dan/ atau bangunan



- 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpanjakan.

9. Konfirmasi Status Wajib Pajak' yang selajutnya
disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh
daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu
untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.

- 10. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan

- oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak
dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib
Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. .

11. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat
- NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
digunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau
identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan

- kewa_]lban perpa_]akannya .

, BAB I
MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2 :

" Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk pedoman dalam
pelayanan Konfirmasi Status Wajib PaJak

Pasal 3

’I‘ujuan Peraturan Bupatl ini adalah: '
a. untuk mengoptimalkan dana bagi hasil pajak; dan
b. untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pasal 4

Ruang llngkup Peraturan Bupati mehputx '
a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP
b tata cara pelaksanaan KSWP '

o BAB 11l -
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU
' YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 5

(1) Jems layanan publik tertentu yang dllakukan KSWP
" meliputi: . :
Nomor Induk Berusaha (NIB),
Izin Lokasi; B
Izin Mendirikan Bangunan,
Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
Izin Usaha Sektor; '
Izin Operasional/ Komersial;
Izin Operasional Menara }Bersama (IOMB);

mrmepogp



h. Izin Usaha Toko Modern;
i, ~Izin Reklame; ‘ ‘
j- Perizinan lain yang terkait.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada -
pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan
dokumen sebagai berikut:

a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir; ‘
b. bukti pembayaran  BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan; dan

- ¢. keterangan status wajib pajak dari Kementrian yang .

membidangi urusan keuangan melalui Direktorat -
Jenderal Pajak.

(3) Pelayanan publik tertentu sebagaumana d1maksud pada
ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan -
keterangan status wajib pajak dengan status valid.

{4) Wajib pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan |

Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalur

. - sistem aplikasi KSWP.

(5) Apabila wajib pajak dlnyatakan t1dak vahd dari sistem
- KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP

Pratama Karanganyar untuk mendapatkan - surat

keterangan ' - :

BABIV '
TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

o _ Pasal6 P
‘Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/ atau

pekerjaan di wilayah Kabupaten Karanganyar wajib memiliki .

NPWP yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Karanganyar.
' . Pasal 7

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan
’ publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

- ayat (1) adalah DPMPTSP; -
(2) DPMPTSP melakukan Konfirmasi Status Wajlb Pajak

sebelum memberikan pelayanan publik tertentu , 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

(3) Pemberian layanan publik tertentu sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) kepada pemohon
diberikan = apabila pemohon dapat menun_]ukkan _
dokumen KSWP.

 (4) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

melalui sistem informasi pada DPMPTSP yang =
terhubung dengan sistem informasi yang dlsedlakan |

- Direktorat Jenderal Pajak.
(5) Penyediaan aplikasi sistem informasi sebaga1mana
- dimaksud pada ayat (4) dllakukan oleh D1rektorat
Jenderal PaJak .
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BABV

'KETENTUAN PENUTUP

- Peraturan - Bupati

~ diundangkan.-

Pasal 8 v
mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap = orang mengétahumjra, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
~ dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditindangkan di Karanganyér
Pada tanggal 8 Februari 2019

ttd |

SUTARNO

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Februari 20 19

BUPATI KARANGANYAR

ttd

- JULIYATMONO

'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan sesuaivdeng»an aslinyé.
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